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<p>Pada periode 2012-2013, pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan PT X
(Persero) bermaksud mengajukan perpanjangan Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional .
Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang Hak Bangunan adalah memiliki
rekomendasi/persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan yaitu PT X (Persero). Pemegang Hak Pengelolaan
telah mengeluarkan SK Direksi tentang Tarif Perpanjangan Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI)
diatas Hak Pengelolaan (HPL) PT X (Persero) namun para pemegang HGB keberatan atas tarif yang
ditentukan oleh Pemegang Hak Pengelolaan sehinga melakukan gugatan secara Tata Usaha Negara dan
Perdata. Dalam penelitian ini permasal ahan yang diangkat mengenai penguasaan terhadap tanah yang
dilakukan oleh PT X (Persero) dikategorikan sebagai Hak Pengelolaan yang tidak termasuk perbuatan
melawan hukum, dan peran notaris dalam proses pembuatan perjanjian penggunaan pemanfaatan tanah Hak
Pengel olaan antara pihak ketiga dengan Badan Usaha Milik Negara. Penelitian ini untuk menganalisis Hak
Menguasai Negara dalam hak Pengelolaan atas tanah PT X (Persero) dengan menggunakan metode yuridis
normatif yang didukung dengan analisis data secara kualitatif. Adapun bentuk hasil penelitian berupa
laporan yang berbentuk <em>eksploratoris</em>-<em>fact finding.</em> Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa penguasaan tanah yang dilakukan oleh PT X (Persero) telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Dalam hal ini PT X (Persero) mendapatkan tanah Hak Pengel olaan dengan mengajukan hak
kepada Negara melalui menteri yang membidangi urusan pertanahan. Peran Notaris juga sangat penting
dalam pembuatan perjanjian pemanfataan tanah di atas Hak Pengelolaan yaitu memeriksa kebenaran data
subjek dan objek perjanjian serta keterangan lainnya yang dapat membuktikan kesahihan data dalam
perjanjian.

</p><hr [><p>

In 2012-2013 period, the holder right of building (HGB) over PT X (Persero) management right in land
intend to extend the right theirs have. One of the requirement shall be met by the holder HGB is
recommendation or approval from the holder of management right on the land is PT X (Persero). The holder
of management right on the land has published regard to Tariff for Extension of Industrial Land Use
Agreement over management right on the land through Board of Director Decision. But, the holder HGB
has been protested regarding that decision and conducted lawsuit through state administrative and civil. In
this research, the issues raised are the possession of the land by PT X (Persero) is categorized as the
management right on the land does not include an act against the law, and the notary participant in making
an Industrial Land Use Agreement between the third party with State-Owned Enterprises. In thisresearch
conducted to analyze the states right to control management right on the land over PT X (Persero) land using
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normative juridical methods and using qualitative data analysis. The form of research results in the form of
reportsin the form of exploratory-fact finding. The results of this study indicate that the possesion of land
conducted by PT X (Persero) is <a href="https:.//dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/in"
target="_blank" title="pada, dalam, ada...">in</a> <a
href="https:.//dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/accordance”" target="_blank"
title="sesual dengan, berkenaan dengan">accordance</a> <a
href="https:.//dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/with" target="_blank" title="dengan,
pada, bagi...">with</a> <a href="https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/the"
target="_blank" title="kata depan">the</a> <a href="https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-
indonesian/prevailing” target="_blank" title="umum, paling sering">prevailing</a> laws <a
href="https:.//dictionary.cambridge.org/dictionary/english-indonesian/and" target="_blank" title="dan, maka,
ditambah...">and</a> regulations. PT X (Persero) to get the |land management rights to apply rightsto the
State through the minister in charge of land affairs. The role of the Notary is aso very important in making
agreements in the use of land over management rights that are checking the truth of the subject data and
object of the agreement as well as other information that can prove the validity of the datain the
agreement.</p>



